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Abstract: Abstrak : Children is important in regeneration of a 
nation, a mandate from as well as gift from God Almighty. 
Children are equipped with basic human rights as those 
owned by grown ups. In reality and in certain circumstances, 
childern are objects of violence and unjust attitude. This 
situation is caused and worsened by discrimation and 
violence. Many children suffer those unjust treatments 
because they are poor, deserted, and homeless.  A legal 
system which is not aware of their rights and needs also 
contributes to this ill treatment.  All aforementioned 
accumulation of bad sitiations has awakened nations to 
protect children, which is legally-based or otherwise. The 
Convention on the Right of the Child is an internationally-
signed document for children protection which is endorsed by 
General Assembly of the UN on November the 20th 1989. in 
that document, there are four legal norms for children rights; 
survival rights, development rights, protection rights, and 
participation rights. On this children issue, islam as a religion 
which upholds human rights has shown concepts of 
comprehensive children rights even before children were 
born. Such rights have to be uheld by averyone who are 
bestowed with His gift, be they paretnts, community, and 
nation. 
 
Kata kunci : Konvensi, hak anak, Islam. 
 
A. Pendahuluan 
Hak anak, merupakan bagian integral dari hak asasi 
manusia yang universal. Deklarasi hak anak-anak yang 
disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1959 
merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi 
Sedunia tentang hak asasi manusia tahun 1948 serta dokumen 
lain terdahulu. Asumsi yang diyakini masyarakat dunia 
bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu 
mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang 
lebih khusus berupa deklarasi tersendiri. Keberpihakan pada 
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anak-anak ini berdasarkan asumsi bahwa karena alasan fisik 
dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak 
membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun 
sesudah dialihkan.1 
Komitmen bersama masyarakat dunia dalam 
memajukan hak anak ini ditindaklanjuti dengan upaya 
meningkatkan deklarasi hak anak menjadi suatu konvensi 
yang dapat dipakai sebagai rujukan menetapkan standar 
pemenuhan hak anak yang selanjutnya disahkan oleh Majelis 
Umum PBB pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak 
menguraikan gagasan bahwa kwalitas hidup yang mendasar 
adalah hak bagi semua anak, dan bukan merupakan suatu hak 
istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa anak saja.2 
Berdasarkan materi hukumnya, Konvensi Hak Anak 
memuat 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: hak 
kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak 
perlindungan, dan hak berpartisipasi. Empat rumusan materi 
hukum tentang hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut 
dibahas menurut perspektif Islam. 
 
B. Makna Konvensi Hak Anak 
Kata “konvensi” berarti perjanjian antara negara-
negara.3 Dalam istilah Inggris disebut Convention yang berarti 
persetujuan antar negara dan perjanjian.4 Kamus hukum 
menyebutnya conventie yang bermakna, perjanjian 
internasional.5 
Makna kata “hak” didefinisikan sebagai suatu nilai 
yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia 
                                                        
1Irma Setyiowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 
1990), h. 53. 
2Suyono Yahya, Konvensi Hak Anak, Proses Indonesia Meratifikasi dan 
Implementasinya (Jakarta: tp., 2002), h. 6 
3W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1985), h. 521. 
4As-Homby, Ec. Parnwell dan Siswojo Siswojo, Kamus Inggris Indonesia 
(Jakarta: Pustaka Ilham, 1989), h. 75. 
5J. C. T. Simorangkir (et.al), Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 
h. 43. 
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dapat memelihara dan meningkatkan kehidupan dan 
mengembangkan kepribadiannya.6 Sedangkan “anak” oleh 
pasal 1 Konvensi Hak Anak didefinisikan “setiap orang yang 
berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-
undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia 
dewasa dicapai lebih awal”.7 Karenanya mereka yang berusia 
18 tahun ke atas tidak termasuk kategori anak yang hak-
haknya diperjuangkan oleh Konvensi. 
Dengan demikian, yang dimaksud Konvensi Hak Anak 
adalah sebuah dokumen perjanjian antara negara-negara atau 
perjanjian internasional yang berisi uraian secara rinci hak 
dasar setiap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau 
lebih dari itu, bila undang-undang bagi yang bersangkutan 
menentukan demikian. 
Konvensi Hak Anak merupakan instrumen 
internasional yang menguraikan secara rinci hak dasar 
manusia bagi setiap anak di manapun mereka berada, 
mencakup hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh 
kembang potensi fisik dan mentalnya secara penuh, hak untuk 
memperoleh perlindungan terhadap pengaruh yang 
merugikan perkembangannya, serta hak berpartisipasi di 
dalam kehidupan keluarga, kebudayaan dan sosial. 
Konvensi melindungi hak anak dengan menetapkan 
standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara dalam 
memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan 
hukum, pelayanan sosial kepada semua anak di wilayah 
teritori negara tersebut. 
Perlunya dokumen yang menguraikan hak anak itu 
disadari bersama oleh negara-negara yang meratifikasi 
termasuk Indonesia, bahwa meskipun banyak negara yang 
telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang 
kesejahteraan anak dan hak anak, pada kenyataannya banyak 
bangsa yang tidak menetapkan suatu standart minimum 
mengenai permasalahan ini. Banyak anak menderita karena 
                                                        
6Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, ed. al, Hak Azasi Manusia dalam 
Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 76. 
7Unicef, Konvensi Hak-Hak Anak (Ttp: tp., 1989), h. 6. 
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kemiskinan, tidak memiliki tempat untuk bernaung, suatu 
tindak kekerasan, ditelantarkan dan penyakit yang 
seharusnya dicegah sering terabaikan. Demikian pula, 
perlakuan yang tidak adil untuk memperoleh pendidikan, 
sistem peradilan yang mengabaikan kebutuhan khusus bagi 
anak masih sering kita jumpai. Masalah ini terjadi di negara 
maju maupun negara berkembang saat ini. 
Diterimanya Konvensi Hak Anak oleh 170 negara, 
merupakan pengakuan perlunya meningkatkan martabat 
manusia yang sangat mendasar bagi semua anak, dan dalam 
keadaan mendesak perlu menjamin kesejahteraan dan 
perkembangan mereka.8 Intinya, konvensi ini menguraikan 
gagasan bahwa suatu kwalitas hidup yang mendasar adalah 
hak bagi semua anak, dan bukan merupakan suatu hak 
istimewa yang hanya dinikmati oleh beberapa anak saja. 
 
C. Materi Hukum Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak 
Anak 
Konvensi Hak Anak terdiri atas 45 (empat puluh lima) 
pasal yang berdasarkan  materi  hukumnya  mengatur  hak-
hak  anak  dan  mekanisme implementasinya oleh negara 
peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum 
mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut 
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, 
yaitu : 
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) 
2. Hak untuk tumbuh kembang (development rights) 
3. Hak terhadap perlindungan (protaction rights) 
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights).9 
 
1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup 
Hak terhadap kelangsungan hidup adalah hak-hak 
anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the 
                                                        
8Suyono Yahya, Konvensi, h. 6. 
9Nurul Zuhriyah, Konvensi Hak Perempuan (Malang: PSW UMM, 2002), h. 
5. 
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rights of life) dan hak-hak untuk memperoleh standar 
kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya 
(the rights to higest standart of health and medical care 
attainable) 
Hak terhadap kelangsungan hidup ini terangkum 
dalam pasal 6, 7 ayat (1), 9, 18, 20 ayat (3), 24, 25 ayat (1 
dan 2) dan pasal 39.10 
Beberapa ketentuan hak anak dari pasal-pasal tersebut 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Hak hidup dan mempertahankan hidupnya dengan 
layak dan negara wajib menjamin kelangsungannya. 
b. Hak diakui sebagai warga negara yang terdaftar sejak 
kelahirannya, mengetahui dan dipelihara oleh 
orangtuanya. 
c. Setiap anak berhak hidup bersama orang tuanya, 
kecuali bila karena alasan yang dibenarkan oleh 
hukum demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.  
d. Setiap anak berhak atas perawatan, pengasuhan dan 
pemeliharaan sebagai wujud tanggung jawab utama 
orang tua atau walinya yang sah dengan selalu 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan 
negara wajib menjamin. 
e. Bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga, 
berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus 
dari negara untuk berpindah dari lingkungan tersebut 
dan mendapat jaminan pemeliharaan alternatif (TPA, 
Kafalah dan adopsi). 
f. Setiap anak berhak menikmati norma kesehatan 
tertinggi yang memperoleh fasilitas perawatan 
pemulihan kesehatannya.  
g. Setiap anak berhak mendapat jaminan pemulihan 
jasmani dan rohani serta resosialisasi dalam hal mereka 
menjadi korban: penelantaran, eksploitasi, 
penyalahgunaan, penyiksaan, kekejaman perlakuan 
hukuman yang tidak manusiawi, merendahkan 
martabat atau pertentangan kesepakatan.  
                                                        
10Unicef, Konvensi, h.10, 11, 20, 23, 29, 82, dan 46. 
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2. Hak untuk Tumbuh Kembang 
Hak untuk tumbuh kembang,  merupakan  hak-hak  
anak  yang  berkaitan dengan segala bentuk pendidikan 
(formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar 
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, 
spiritual, moral, dan sosial anak. 
Beberapa pasal Konvensi Hak Anak yang mengaturnya 
adalah: pasal 14, 15, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dan 32.11 
Ketentuan dalam pasal-pasal di atas dapat disimpulkan 
bahwa anak : 
a. Berhak atas kemerdekaan berfikir, hati nurani dan 
beragama dan negara akan menghormati orang tua 
untuk memberi pengarahan terhadap anak dalam 
menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan 
perkembangan kemampuan anak. 
b. Berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul 
dengan damai.  
c. Berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber 
untuk kepentingan peningkatan kehidupan sosial, 
spiritual, moral, kesehatan jasmani dan rohaninya. 
d. Bagi anak cacat fisik, mental berhak menikmati 
kehidupan penuh dan layak, berhak memperoleh 
pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, persiapan 
lapangan kerja, rekreasi guna mencapai integritas 
sosial. 
e. Berhak mendapat jaminan bagi kebutuhan finansial 
pengembangan anak. 
f. Berhak untuk mengembangkan fisik, mental, spiritual, 
moral dan sosial. 
g. Berhak atas kesempatan yang sama. 
h. Bagi anak dari kalangan minoritas dalam sebuah 
negara, berhak bermasyarakat dengan anggota lain 
diluar kelompoknya. 
                                                        
11Ibid., h. 10, 17-19, 27 dan 33-40. 
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i. Berhak untuk beristirahat, bersantai, bermain dan turut 
dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan tingkat 
usianya. 
 
3. Hak terhadap Perlindungan 
Hak terhadap perlindungan merupakan hak-hak anak 
untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, tindak 
kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak 
mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. 
Hak terhadap perlindungan ini oleh Konvensi Hak 
Anak dirumuskan dalam beberapa pasal meliputi : pasal 2 
ayat (2), 3 ayat (2), 5, 8 ayat (1), 9, 10 ayat (2), 11 ayat (1), 
16 ayat (2), 19 ayat (1), 21 huruf e, 22, 32, 33, 35, 36, 37, 38 
dan 40.12 
Dari semua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak 
menjamin: 
a. Hak anak untuk memperoleh perlindungan akan 
kelangsungan hidup dan perkembangan dirinya secara 
maksimal. 
b. Hak anak untuk memperoleh perlindungan 
perawatan dan kesejahteraan dengan memperhatikan 
dan kewajiban orang tua atau walinya secara layak. 
c. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dalam 
bentuk bimbingan yang layak dari orang tua, keluarga 
besar dan masyarakat berkaitan dengan hak-hak anak 
yang diakui oleh Konvensi Hak Anak. 
d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dalam 
mempertahankan identitasnya, kewarganegaraan, 
nama dan hubungan keluarga menurut yang diakui 
oleh undang-undang. 
e. Hak anak untuk memperoleh perlindungan atas 
tempat tinggal, proses hukum, keberlangsungan 
hubungan dengan kedua orangtuanya kecuali atas 
                                                        
12Ibid., h. 6, 7, 9, 11, 15, 18, 22, 24-26 dan 40-47. 
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alasan kepentingan terbaik bagi anak yang 
bersangkutan. 
f. Hak atas perlindungan hubungan anak dengan orang 
tuanya. 
g. Berhak atas perlindungan dari upaya penyerahan 
anak keluar negeri secara gelap. 
h. Berhak mendapat perlindungan hukum terhadap 
campur tangan pihak-pihak yang tidak sah atas 
kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga 
termasuk ancaman atas kehormatan dan reputasinya. 
i. Berhak untuk memperoleh perlindungan segala 
macam bentuk kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan salah luka 
(injury), eksploitasi, termasuk penyalagunaan seksual. 
j. Berhak untuk memperoleh perlindungan akan norma-
norma yang sama dengan perlindungan dan norma 
yang berlaku secara nasional dalam hal berstatus 
sebagai anak adopsi. 
k. Berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan 
kemanusiaan yang layak dalam keadaan berstatus 
sebagai pengungsi. 
l. Berhak memperoleh perlindungan terhadap 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 
berbahaya dan mengganggu pendidikan merugikan 
kesehatan serta perkembangan  fisik, mental, spiritual, 
moral dan sosial anak. 
m. Berhak atas perlindungan dari pemakaian obat-obat 
narkotik dan zat-zat psikotropis, pelibatan anak-anak 
dalam pembuatan dan pengedarannya. 
n. Berhak mendapat perlindungan dari upaya 
penculikan, perdagangan anak. 
o. Hak atas perlindungan dari eksploitasi yang 
merugikan kesejahteraan anak. 
 
4. Hak untuk Berpartisipasi 
Hak untuk berpartisipasi merupakan hak-hak anak 
yang meliputi: hak untuk menyatakan pendapatnya 
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dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of 
child to express her/his views in all metters effecting that child). 
Pasal Konvensi Hak Anak yang mengatur hak untuk 
berpartisipasi bagi anak adalah pasal 12 dan 13.13 Kedua 
pasal itu menegaskan: 
a. Anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, 
berhak untuk menyatakan pandangan-pandangannya 
secara bebas, namun pandangan mereka akan 
dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan 
anak. 
b. Anak berhak memperoleh kesempatan untuk didengar 
pendapatnya dalam setiap proses peradilan dan 
administratif baik secara langsung atau melalui 
perwakilan. 
c. Anak berhak bebas menyatakan pendapatnya, 
meminta, menerima, dan memberi informasi dan 
gagasan dalam segala jenis, baik lisan, tertulis, atau 
cetakan melalui berbagai media menurut pilihan anak. 
Namun dapat disertai pembatasan-pembatasan yang 
dimaksudkan untuk menghormati hak-hak atau 
reputasi orang lain dan untuk melindungi keamanan 
nasional, keterbitan umum, kesehatan umum dan 
moral. 
 
D. Tinjauan Islam terhadap Hak-hak Anak dalam 
Konvensi Hak Anak 
1. Paradigma Teologis Hak-Hak Anak 
Paradigma Tauhid14 yang merupakan esensi Islam, 
dirumuskan dalam kalimat La> ila >ha illalla>h mengandung 
                                                        
13Ibid. 
14Saad IH, dalam makalahnya “Hak-hak Anak Menurut Perspektif 
Islam” mengutip penegasan Syed Othman Al-Habshi bahwa tauhid sebagai 
ruh ekonomi yang non destruktif eksploitatif dalam the Role of  Ethics in 
Economic and Business yang dimuat dalam Journal of Islamic Economic Vol. I 
- Muharram 1408. Paradigma ini merupakan esensi dari Islam, yang harus 
dijadikan ruh bagi keseluruhan bidang kehidupan manusia, termasuk juga 
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konsekuensi vertikal dan horisontal. Konsekuensi 
pertama, berupa tuntutan agar jangan sekali-kali manusia 
menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, termasuk 
manusia sendiri atau  makhluk lain. Konsekuensi kedua, 
berupa kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, dan 
persaudaraan antar sesama. Ini berarti tidak boleh ada 
toleransi sama sekali terhadap tindakan-tindakan  
destruktif  dan  eksploitatif terhadap sesama, satu sama 
lain. Jika terjadi demikian, berarti tidak ada lagi 
kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tindakan-
tindakan demikian akan terhindarkan jika kewajiban 
dilaksanakan dengan baik dan hak sesama dihormati 
secara proporsional. 
Salah satu pemilik hak ini adalah anak. Pengabaian 
terhadap anak dalam arti tidak dilaksanakan kewajiban 
orang tua kepada mereka, mengandung makna 
pensubordinasian yang selalu berarti memberikan 
keabsahan terhadap segala bentuk tindakan distruktif dan 
eksploitatif  tersebut, yang jelas-jelas bertentangan dengan 
paradigma tauhid. Pengabaian tersebut, di samping 
karena kurang difahaminya konsekuensi horisontal 
paradigma tauhid, juga tampaknya karena tuntutan 
penghormatan kepada orang tua yang diajarkan Islam 
kurang dapat diletakkan secara proporsional. 
Dalam surat al-Ikhlas 15 proklamasi paradigma tauhid, 
ditindak-lanjuti dengan pernyataan bahwa Allah adalah 
al-S amad, yakni Dzat yang kepadaNyalah seluruh hidup 
makhluk disandarkan. Terkandung makna di dalamnya, 
bahwa yang harus dituju dalam keseluruhan tindakan 
manusia adalah Allah. Demikian halnya ketika orang tua 
melaksanakan kewajibannya dalam rangka memenuhi hak 
anaknya harus disandarkan kepada Allah, bukan 
                                                                                                                       
harus digunakan untuk memberi ruh pada hak-hak anak. Lihat: Nurul 
Zuhriyah, Konvensi Hak Perempuan, h. 2. 
15Lihat QS. al-Ikhla>s} (112): 1-2. Dalam hal ini al-Mara>ghy mengartikan al-
S{amad dengan Dzat yang kepadaNya ditujukan permohonan pemenuhan 
semua keperluan hambaNya. Lihat: al-Mara>ghy, Tafsi>r al-Mara>ghy, juz X 
(Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 264-265. 
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misalnya digantungkan pada balasan yang akan diterima 
kelak dari anak mereka. Demikian pula terhadap hak-hak 
anak secara universal yang harus dihargai dan 
diwujudkan implementasinya dalam kehidupan mereka. 
 
2. Dialog Islam dan Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak 
Anak 
Salah satu perubahan krusial yang dibawa Islam 
adalah pemberian hak hidup kepada anak, yang pada 
masa jahiliyah banyak terabaikan, terutama anak 
perempuan. Pembunuhan terhadap anak perempuan 
karena ada perasaan malu,16 atau pembunuhan anak pada 
umumnya karena khawatir menjadi miskin, atau khawatir 
tidak dapat memberi makan,17 merupakan fenomena 
umum masa jahiliyah. Demikian pula Islam melarang 
aborsi, kecuali semata-mata mempertahankan nyawa 
ibunya18. 
Islam sebagai agama rah }matan lil ‘a>lami >n telah 
mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak sebelum 
dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia, meliputi; 
pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan baik 
dibidang jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga 
dengan demikian mereka akan berkembang dengan baik, 
mampu untuk membangun dan mengaturnya. Hal ini 
harus dipenuhi oleh setiap orang yang mempunyai 
tanggung jawab, baik orang tua (keluarga), masyarakat 
maupun negara.19 Karena anak-anak merupakan tunas 
umat, generasi yang akan datang dan penerus masa 
depan, maka perhatian terhadap mereka merupakan 
perhatian terhadap umat. Jika kita ingin umat yang akan 
                                                        
16QS. al-Nah}l (16): 58-59. 
17 QS. al-An’a>m (6): 151 dan QS. al-Isra>’ (17): 31. 
18Dalam QS. al-An’a>m (6): 151 dan QS. al-Isra>’ (17): 31 ini Allah melarang 
pembunuhan yang diharamkan olehNya kecuali dengan (alasan, dan cara 
yang) benar. 
19Kauthar Muhammad al-Mainani, Hak Anak dalam Keluarga Muslim, terj. 
Moh. Suri Sudahri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 25. 
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datang seperti yang diharapkan, maka kita harus 
berusaha untuk memperhatikan hak-hak mereka. 
 
a. Hak kelangsungan hidup 
Hakekat ketentuan hak anak ini adalah setiap anak 
harus diakui hak-haknya dan dijamin 
keberlangsungannya yang mencakup hak-hak kodrati 
untuk hidup dan mempertahankan 
keberlangsungannya. 
Hak hidup dan kelangsungannya merupakan hak 
terpenting di antara hak-hak anak. Sebab ia merupakan 
nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat 
manusia. 
Telah banyak kita kenal masyarakat yang 
memberikan keleluasaan orang tua untuk membunuh 
anaknya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat 
Romani dan kabilah Arab pra Islam, khususnya 
pembunuhan anak-anak perempuan.20 Kemudian 
datanglah Islam untuk mengharamkannya.21 Bahkan 
Islam melarang pembunuhan jiwa (termasuk janin) 
kecuali atas alasan yang dibenarkan, misalnya untuk 
menjaga kehidupan sang ibu yang merupakan asal dari 
kehidupan janinnya.22 
Kewajiban untuk menghargai hak hidup anak ini 
tidak dibedakan, apakah anak laki-laki atau anak 
perempuan.23 Karena keduanya adalah karunia Allah 
yang diberikan kepada manusia sebagai orang tua 
sang anak. Maka dalam hal menjaga kelangsungan 
hidup anak, Islam menetapkan pentingnya 
memberikan hak anak untuk mendapatkan ASI dan 
nafkah sesuai dengan kemampuan orang tuanya, 
                                                        
20Perhatikan QS. al-Nah}l (16): 58-59. 
21 Perhatikan QS. al-Isra>’ (17): 31. 
22 Perhatikan QS. al-An’a>m (6): 150. 
23Perhatikan QS. al-Shu>ra> (42): 49-50. 
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termasuk dalam hal ini adalah menjaga keselamatan 
hidup anak.24 
 
b. Hak tumbuh kembang 
Adapun hak pengembangan anak baik fisik, psikis, 
moral, spiritual dan sosialnya merupakan hak-hak 
anak yang berkaitan dengan masalah pengasuhan dan 
pendidikan anak. Teori pendidikan modern 
menjelaskan bahwa pendidikan ialah memenuhi 
kebutuhan anak, mengarahkan kecenderungannya, 
menghargai dirinya, memberinya kesempatan bagi 
pengembangan potensi dan jaminan keselamatannya, 
mendekatkan dengan lingkungan yang 
baik/lingkungan yang sepadan. secara kontinu dan 
dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan 
atau menggembirakan anak.25 Ini artinya bahwa 
proses pendidikan berlangsung dalam suasana tidak 
ada tekanan-tekanan karena hak-hak mereka untuk 
tumbuh kembang benar-benar dihargai oleh para 
pendidik. 
Meski pengasuhan dan pendidikan menjadi hak 
anak, namun Islam memberi peringatan kepada siapa 
saja yang bertanggung jawab terhadap anak, untuk 
mengarahkan kepada hal-hal yang positif atas dasar 
tauhid, sebab tauhid merupakan roh yang mampu 
membawa diri anak untuk mengenal dan beribadah 
kepada Tuhannya sekaligus menumbuhkan 
sensitivitas untuk berinteraksi dengan sesama dan 
lingkungannya secara baik dan benar. Dengan roh 
tauhid maka fisik, psikis, moral, spiritual dan sosial 
anak akan berkembang menurut petunjuk Allah dan 
RasulNya. Dalam hadisnya, Rasulullah saw bersabda 
yang artinya:  
                                                        
24Perhatikan QS. al-Baqarah (2): 233 dengan QS. al-Ma>idah (5): 32. 
25Ma’ru>f Zuraiq, Kaifa Nurabby Abna>ana> (Ttp.: Da>r Al-Fikr, 1983), h. 16. 
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Tidak seorangpun jua bayi lahir melainkan dalam keadaan 
suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak 
itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Musyrik.26 
Hadis di atas memberi arti bahwa para orang tua 
atau setiap orang/pihak yang bertanggung jawab 
mempunyai kewajiban untuk mengarahkan hak-hak 
anak atas dasar ketauhidan. Semua itu demi 
kemaslahatan anak yang dalam istilah Konvensi Hak 
Anak disebut “kepentingan terbaik bagi anak”. 
Konvensi menyatakan bahwa negara akan 
menghormati orang tua untuk memberi pengarahan 
terhadap anak dalam menerapkan hak-haknya.27 
Dengan demikian, memperhatikan kepentingan 
terbaik anak atau kemaslahatannya merupakan 
tanggung jawab para pemegang amanat Allah dan 
barang siapa dipercaya mengurus amanat (anak-
anak), akan dimintai pertanggungan jawab atas 
amanat yang dipimpinnya. Rasulullah saw bersabda 
yang artinya: Ingatlah, kamu adalah pemimpin dan setiap 
kamu bertanggung jawab terhadap apa yang 
dipimpinnya.28 
Hadis di atas mengandung makna, bahwa pilihan 
“mana yang membawa kemaslahatan anak” dalam 
menetapkan kebijakan bagi siapa saja yang memiliki 
tanggung jawab atas anak-anak, baik perorangan 
maupun lembaga dimaksudkan semata-mata mencari 
keridlaan Allah, karena hak-hak yang diberikan 
dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak 
itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 
Oleh karena itu, kemaslahatan yang dimaksud adalah 




                                                        
26Makmur Daud, Terjemahan Hadis S{ah }i>h} Muslim, jilid IV (Jakarta: Fa. 
Widjaya, 1993), h. 243. 
27Perhatikan pasal 14 ayat (2) Konvensi Hak Anak. 
28Makmur Daud, Terjemahan Hadis, h. 14. 
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c. Hak terhadap perlindungan 
Pada dasarnya ketentuan dalam pasal-pasal 
Konvensi Hak Anak tentang hal ini adalah adanya 
kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak 
yang diatur oleh konvensi tanpa diskriminasi. Jadi 
semua anak dijamin perlindungan hak-haknya bukan 
hanya anak-anak tertentu saja. Perlindungan yang 
dimaksud meliputi: perlindungan dari diskriminasi, 
kekerasan, penganiayaan, keterlantaran, 
penyalahgunaan, pelecehan dan seterusnya. Artinya 
segala aktifitas yang bermaksud mengabaikan, 
menindas hak-hak anak tidak dibenarkan oleh 
konvensi ini. Sebagai manusia maka anak harus 
diperlakukan secara manusiawi. 
Ketentuan hak anak untuk mendapat perlindungan 
dari berbagai bentuk kejahatan atas dirinya ini pada 
dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung 
tinggi prinsip keadilan dalam berbagai bidang 
kehidupan, termasuk penegakan nilai-nilai keadilan 
atas hak-hak anak, sebab hakekat keadilan itu adalah 
tidak berbuat dhalim, dan dimana terjadi kedhaliman 
maka sama artinya dengan tidak ada keadilan. 
Hak atas keadilan ini merupakan hak yang sangat 
penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada 
manusia. Al Qur’an menetapkan “… janganlah 
membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu 
berbuat sewenang-wenang …”29 Dari sini dapat dikatakan 
bahwa keadilan yang diperintahkan Islam tidak 
dibatasi hanya kepada umat Islam saja, melainkan 
kepada segenap manusia khususnya semua anak. 
Pembagian ras, suku, bangsa, bukan berarti agar suatu 
suku bangsa bisa membanggakan diri karena 
superioritasnya terhadap yang lain, juga bukan 
dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecehkan 
bangsa lain. “Sesungguhnya yang paling mulia di antara 
                                                        
29Perhatikan QS. al-Ma>’idah (5): 2 dan 8 dan QS. al-Nisa>’ (4): 135. 
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kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa”,30 
memberi arti bahwa superioritas seseorang terhadap 
yang lain hanyalah atas dasar keimanan terhadap 
Tuhan, ketakwaan dan moral yang tinggi, dan bukan 
perbedaan ras, warna kulit dan seterusnya tersebut. Ini 
artinya Islam menetapkan prinsip kesederajatan 
seluruh ras manusia. 
Anak-anak merupakan manusia-manusia kecil 
(belum dewasa), mempunyai hak untuk diperlakukan 
tidak diskriminatif di hadapan anak-anak lainnya. 
Karena Allah swt telah memberikan kepada mereka 
hak persamaan ini sebagai hak asasi, seperti juga telah 
diberikanNya hak ini kepada manusia pada 
umumnya.31 Dengan demikian, maka prinsip non 
diskriminasi dalam memberikan hak-hak anak yang 
dirumuskan Konvensi Hak Anak, pada hakekatnya 
sejalan dengan prinsip persamaan derajat dalam Islam. 
Suatu hak anak dalam Islam yang tidak kalah 
pentingnya dari sekian banyak hak anak adalah 
perlindungan nasab, karena akan memberikan dampak 
positif terhadap kepribadian dan masa depan anak. 
Dengan penetapan nasab anak akan memperoleh hak-
haknya dari orang tuanya: hak nafkah, hak waris, hak 
perwalian, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh 
syari’at32. Maka penyandaran seorang anak terhadap 
ayahnya adalah merupakan tanda bahwa ia adalah 
nasabnya. Untuk itulah Islam mengharamkan 
seseorang menisbatkan dirinya terhadap orang lain 
yang bukan ayahnya, kecuali ia benar-benar tidak tahu 
siapakah ayahnya yang sebenarnya, sebagaimana pula 
mengharamkan seseorang menisbatkan dirinya 
terhadap orang lain yang bukan ayahnya, kecuali ia 
benar-benar tidak tahu siapakah ayahnya yang 
                                                        
30Ibid. 
31Lihat pula Maulana Abu al A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia 
dalam Islam, terj. Bambang Iriana Djayaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, tt.), h. 
19-20. 
32Perhatikan QS. al-Baqarah (2): 233 dan QS. al-Furqa>n (25): 54. 
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sebenarnya, sebagaimana pula mengharamkan 
seseorang untuk memusnahkan nasabnya (dari pihak 
ayah). Karena hal itu akan menimbulkan fitnah, 
rusaknya sendi-sendi keluarga.33 
Oleh sebab itulah, maka adopsi dalam tinjauan 
Islam, tidak berakibat pada penisbatan nasab anak 
terhadap orang tua adopsinya, apalagi terhadap akibat 
haknya: mendapat warisan dari orang tua angkat atau 
sebaliknya. Untuk masalah hak bagi anak adopsi ini, 
terdapat perbedaan akibat hukum tertentu) antara 
Konvensi dan pandangan Islam. 
 
d. Hak untuk berpartisipasi 
Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak 
memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan 
pandangannya secara bebas, termasuk meminta, 
menerima, dan memberi informasi melalui berbagai 
media dan negara wajib melindungi hak-hak ini. Meski 
demikian ada pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan Undang-Undang dan diperlukan untuk 
menghormati hak-hak atau reputasi orang lain atau 
untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban 
umum, kesehatan umum, dan moral. 
Kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat, dan 
menyampaikan pandangan bagi setiap orang, 
sebenarnya merupakan hak-hak yang diakui Islam. 
Namun disertai syarat bahwa hak itu digunakan untuk 
menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan 
keburukan. Konsep Islam tentang hak ini, bukan 
semata-mata hak mutlak, namun sebagai suatu 
kewajiban.34 Hak ini sama dengan hak dan kewajiban 
terhadap individu untuk berusaha menghentikan 
kejahatan, baik kejahatan oleh individu, kelompok, 
bahkan negara sekalipun. Tujuan dari hak ini adalah 
                                                        
33Kautsar Muhammad, Hak Anak, h. 44. 
34Abu al A’la Al-Maududi, Hak Asasi Manusia, hal. 30. 
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untuk menunjukkan kepada jalan moral yang benar 
yang harus dilakukan setiap manusia. 
Al-Qur’an telah menegaskan kualitas ketakwaan 
dalam kata-kata yang artinya: “Mereka menganjurkan 
yang baik dan melarang perbuatan yang munkar”.35 
Oleh karena itu pemberian hak-hak anak dan 
pembatasannya seperti yang telah penulis sebutkan di 
atas, pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam 
selama hak-hak ini dimaknai sebagai “upaya untuk 
ber-amr ma’ru >f nahy munkar”. Dalam konteks ini anak-
anak diberi hak untuk berpartisipasi terhadap 
penegakan amr ma’ru >f nahy munkar, karena anak-anak 
adalah pemilik masa depan bangsa yang seharusnya 
didukung kesadarannya untuk mempersiapkan masa 
depannya secara baik dan benar sesuai dengan yang 
digariskan oleh agama (Islam). 
 
E. Penutup 
Rumusan materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi 
Hak Anak, meliputi: hak kelangsungan hidup, hak tumbuh 
kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi, merupakan 
hak-hak dasar manusia bagi setiap anak dimanapun mereka 
berada yang wajib dilindungi oleh negara. 
Pada dasarnya keempat materi hukum hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak Anak tersebut sejalan dengan ajaran 
Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kecuali hak 
atas “anak adopsi”. Terhadap hal ini negara berkewajiban 
untuk mengimplementasikan hak-hak anak dalam 
kehidupan nyata atas landasan tauhid. Upaya pemajuan 
terhadap hak-hak anak merupakan wujud dari pengakuan 
hak asasi manusia secara universal dan penegakan amr 




                                                        
35QS. al-Taubah (9): 71. 
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